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ABSTRAK 

 

Setiap lembaga yang beroperasional berdasarkan prinsip syariah harus 

mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya, termasuk 

Baitul Ma>l wa at-Tamwi>l. DPS bertugas mengawasi pelaksanaan kepatuhan syariah 

terhadap kegiatan usaha BMT. Dalam penelitian ini, penyusun ingin membandingkan 

efektivitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah dengan sampel BMT yang 

memiliki total asset yang sama, yaitu BMT Mitra Usaha Ummat (BMT MUU) dan 

BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS). Adapun alat pengukuran yang akan 

digunakan untuk menilai efektifitas pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT 

tersebut secara umum dilihat dari akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, 

penempatan dana pada bank syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha, 

memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan 

tindakan korektif terhadap hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor 

yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan 

sertifikasi profesi DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan 

pengawasan syariah oleh DPS. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat  

deskriptif-analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-

empiris yang merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat 

yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS. Metode 

pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan 

manajer dari kedua BMT tersebut di atas dan data sekunder yang meliputi berupa 

laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun ceramah-

ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh 

DPS BMT MUU lebih efektif dalam hal pengawasan akad produk akad yang sesuai 

dengan fatwa DSN-MUI, pengawasan penempatan dana BMT pada bank syariah, 

intensitas pengawasan kegiatan usaha BMT. Sementara pengawasan yang dilakukan 

oleh DPS BMT BRS lebih efektif dalam hal memberikan pemahaman kepada 

karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap hasil 

pengawasan. Adapun pada analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pengawasan DPS, dalam hal kompetensi dan sertifikasi profesi DPS BMT, 

DPS BMT MUU lebih efektif karena ketua DPS dianggap lebih kompeten baik secara 

akademik maupun sertifikasi profesi. Sementara dalam hal pelaporan pengawasan 

syariah, DPS BMT BRS lebih efektif karena memberikan rekomendasi dan opini 

syariah, meskipun masih terdapat kelemahan. 

 

Kata Kunci: Pengukuran Efektivitas Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, BMT 

Mitra Usaha Ummat, BMT Bangun Rakyat Sejahtera 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan 

Arab    

    

 Alif tidak Tidak dilambangkan ا

  dilambangkan  

    

 ba‟ b be ب

    

 ta‟ t te 

    

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ٽ

    

 jim j je ج

    

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

    

 kha kh ka dan ha خ

    

 dal d de د

    

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

    

 ra‟ r er ر

    

 zai z zet ز

    

 sin s es س
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 syin sy es dan ye ش

    

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

    

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

    

 

 

 

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

    

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

    

 ain „ koma terbaik di atas„ ع

    

 gain g ge غ

    

 fa‟ f ef ف

    

 qaf q qi ق

    

 kaf k ka ك

    

 lam l el ل

    

 mim m em م

    

 nun n en ن

    

 wawu w we و

    

 ha‟ h ha ه

    

 hamzah „ apostrof 

    

 ya‟ y ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 متعّد دة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbutah  

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة

 عهة

ditulis 

ditulis 

H}ikmah 

„illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الأونيبء

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 ditulis Zakāh al-fiṭri زكبة انفطر
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D. Vokal Pendek  

 

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكر

__  َ _ 

 يرهب

Fathah 

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal Panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جبههية

fathah + ya’ mati 

 تىسى

kasrah + ya’ mati 

 كـريم

dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūd} 

 

F. Vokal Rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بيىكم

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأوتم

 أعدت

 نئه شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقرآن

 

 انقيبس

ditulis 

 

ditulis 

Al-Qur‟ān 

 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسمآء

 انشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوي انفروض

 أهم انسىة

Ditulis 

Ditulis 

Żawī al-furūd} 

Ahl as-Sunnah 
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MOTTO 

 

 

 

واحداً، إن شاء باع أنا عبد من علّمنى حرفاً  

وإن شاء إعتق وإن شاء إسترق    

﴾سيدنا علي ابن أبى طالب﴿  

 

“aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu 

huruf ilmu, terserah ia ingin menjualku, 

memerdekakanku atau tetap menjadikanku hamba...” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang didirikan senantiasa mempertahankan eksistensi 

kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan 

tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasarannya 

dan juga pelayanan sosial dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba sebesar-

besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Di antaranya adalah tumbuh-

kembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang didefinisikan sebagai 

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan 

usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan 

dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, 

maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata 

mencari keuntungan.
1
 

Pada definisi LKM tersebut diatas menjelaskan bahwa LKM merupakan 

sebuah lembaga bermotif profit yang juga bersifat sosial. LKM melaksanakan 

kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya di samping memberikan pinjaman  juga 

dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama 

                                                           
1
 Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Keuangan Mikro,” http://www.ojk.go.id/lembaga-

keuangan-mikro, akses pada 07 Desember 2016 Pukul 11:00 WIB. 
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masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, LKM juga diharapkan dapat 

menjalankan proses pendampingan kepada usaha-usaha kecil.
2
 

Salah satu LKM penyedia jasa pembiayaan untuk sektor UMKM adalah 

bait al-ma>l wa at-tamwi>l (BMT). Bait al-ma>l wa at-tamwi>l terdiri dari dua istilah, 

yaitu bait al-ma>l dan bait at-tamwi>l. Bait al-ma>l lebih mengarah pada penyaluran 

dana non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan bait at-tamwi>l 

sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana profit (dana komersial). Usaha-

usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.
3
 

Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi  rakyat ini adalah 

dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dari segi operasionalnya, 

BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang 

menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. 

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT tentu mempunyai ciri 

khas yang sama dengan bank syariah tetapi berbeda dengan koperasi pada 

umumnya. Ciri khas tersebut terletak dari sisi pengawasan terhadap prinsip 

kepatuhan syariah. Sistem pengawasan kepatuhan syariah ini sangat diperlukan 

dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang adil dan sesuai prinsip 

syariah yang difatwakan DSN-MUI. Sistem pengawasan kepatuhan syariah akan 

                                                           
2
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah Beberapa 

Permasalahan dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm, 13. 

3
 Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi”, 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 103. 
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sangat bergantung pada sikap-sikap pihak yang terlibat. Oleh karenanya, secara 

organisatoris setiap BMT harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

bertujuan agar operasional BMT tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.  

Pembentukan DPS ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

oleh Koperasi.
4
 Sayangnya, isi Permen tersebut baru sebatas menunjukkan 

keharusan adanya DPS dalam struktur koperasi syariah, tetapi tidak secara detil 

mengatur mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dijalankan oleh DPS 

BMT. Pemerintah melalui Kemenkop &UKM kemudian membuat regulasi 

pendukung seperti dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan 

UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah Koperasi. Salah satu yang dibahas dalam peraturan tersebut 

adalah mengenai penilian kepatuhan syariah BMT, tetapi lagi-lagi peraturan 

tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana proses mekanisme pengawasan 

kepatuhan syariah itu dilaksanakan oleh DPS. 
5
 

Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah melalui Kemenkop dan 

UKM dalam persoalan pengawasan kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh 

                                                           
4
 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 

/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah oleh Koperasi. 

5
 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi 
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DPS. Ketidakseriusan tersebut dapat dilihat dari dua peraturan di atas yang 

menghapus pasal 42 Keputusan Menkop & UKM no 91 tahun 2004 tentang 

Juklak Kegiatan KJKS yang berbunyi: “Pejabat berwenang membubarkan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit  Jasa 

Keuangan Syariah jika koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan 

Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”.
6
 Berdasarkan pasal tersebut, Dinas Koperasi 

bisa membubarkan sebuah BMT/KJKS jika dipandang tidak menjalankan prinsip-

prinsip syariah berdasarkan penilaian DPS. Namun, Dinas Koperasi selama ini 

sudah cukup sibuk dengan mengurusi koperasi-koperasi yang tidak sehat secara 

modal dan keuangan, tetapi belum menyentuh koperasi yang melanggar prinsip 

kepatuhan syariah. 

Adapun satu-satunya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai 

model pengawasan yang dilakukan oleh DPS terdapat dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 15/22/DPbS tanun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggug Jawab DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pengganti  atas 

Surat Edaran Bank Indonesai No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006. Dalam 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 menerangkan cakupan 

pengawaan DPS di BPRS yang meliputi pengawasan terhadap produk dan 

aktivitas baru BPRS, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, 

pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. 

                                                           
6
 Surat Keputusan Menteri Koporasi & UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 
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Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa pengawasan penerapan 

prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan 

penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang melingkupi 

pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan  terhadap  

kegiatan  penghimpunan  dana, pembiayaan serta kegiatan jasa LKS lainnya. 

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, DPS berhak 

meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang mengenai tujuan, 

karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam 

merencanakan penerbitan produk dan aktivitas baru, dan  memeriksa fatwa 

dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. 

Regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh DPS di BMT 

tentu sangat diperlukan, karena BMT secara fungsi mediasi mempunyai kemiripan 

dengan Bank Syariah (BPRS/BUS) dibandingkan dengan LKS non Bank lainnya, 

seharusnya juga memiliki perhatian yang sama tentang optimalisasi peran DPS di 

dalam struktur kelembagaannya. Persoalan ini menjadi penting, mengingat 

perkembangan jumlah BMT di Indonesia sangat pesat. Perhimpunan BMT 

Indonesia memperkirakan total seluruh BMT yang beroperasi di wilayah 

Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3.900. Di sisi lain, Pemerintah melalui 

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah 

(KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tamwil (BMT) berkembang sangat 

signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional 

sampai Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah 

pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Sayangnya, dari jumlah tersebut, fungsi BMT 
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saat ini dinilai lebih mengutamakan tamwi>l  (profit) dari pada baitul maal (non 

profit). 

Dari total jumlah BMT tersebut di atas, BMT di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) paling berkembang dan disebut sebagai barometer BMT di 

Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya. Menurut  data yang 

tercatat di Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah), sampai dengan tahun 2015 

terdapat total 150 BMT yang menjadi anggota Pusat Koperasi Syariah, dengan 

rincian daerah sebagaimana berikut: 

Tabel 1 

Jumlah Anggota BMT Puskopsyaah 

Daerah Kabupaten/Kota Jumlah BMT 

Kota Yogyakarta 42 

Kab. Sleman 40 

Kab. Bantul 32 

Kab. Kulonprogo 10 

Kab. Gunung Kidul 6 

Sumber data dari Puskopsyah 

 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan memfokuskan kajian dalam menganalisis, membandingkan dan meneliti 

afektivitas kinerja pengawasan syariah compliance yang dilakukan oleh DPS 

BMT di daerah DIY. Penelitian ini  juga hendak membandingkan kepatuhan 

syariah di masing-masing BMT, maka sampel yang dipilih adalah BMT yang 

mempunyai total asset yang hampir sama. Selanjutnya dari hasil pra riset yang 
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dilakukan di Puskopsyah, penyusun mendapatkan dua BMT yang cocok untuk 

dilakukan penelitian lanjutan. Kedua BMT tersebut adalah BMT Mitra Usaha 

Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS) dengan 

total asset sebagaimana digambarkan berikut: 

Tabel 2 

Perkembangan Posisi Keuangan BMT MUU 3 Tahun Terakhir 

Tahun Total Asset Total Hutang 

Lancar 

2014 27.127.433.514 22.221.226.091 

2015 30.836.918.043 27.938.280.365 

2016 35.150.052.155 33.268.753.432 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016 

Tabel 3 

Perkembangan Posisi Keuangan BMT BRS 3 Tahun Terakhir 

Tahun Total Asset Total Hutang 

Lancar 

2014 25.702.191.087 20.651.029.477 

2015 28.071.077.104 23.446.231.679 

2016 35.146.783.953 29.302.876.710 

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016 

Penelitian ini sebenarnya ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara 

kinerja BMT yang baik dengan sistem pengawasan atau kepatuhan syariah yang 

baik pula. Adapun alat pengukuran yang akan digunakan untuk menilai afektivitas 

pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT tersebut secara umum dilihat dari 
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akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, penempatan dana pada bank 

syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha, memberikan pemahaman kepada 

karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap 

hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh pada 

efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan sertifikasi profesi 

DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan pengawasan 

syariah oleh DPS. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagaimana 

berikut: 

1. Bagaimanakah analisis perbandingan efektivitas pelaksanaan pengawasan 

DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT Mitra Usaha Ummat dan 

BMT Bangun Rakyat Sejahtera? 

2. Bagaimanakah analisis perbandingan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT 

Bangun Rakyat Sejahtera? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT 

Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis analisis perbandingan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra 

Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 

Secara praktis, dari hasil penelitian ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung diharapkan dapat berguna bagi:  

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam merumuskan standar 

pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan DPS di lembaga keuangan 

khususnya BMT. 

2. BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, informasi 

dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-

langkah yang akan diambil oleh kedua BMT dalam mendukung afektivitas 

pelaksanaan pegawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS. 

3. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

mengetahui, mengevaluasi tugas, fungsi dan wewenang serta perbandingan 

yang efektif terhadap kinerja DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT 

Bangun Rakyat Sejahtera. 
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4. Bagi akademisi atau para peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan 

dan pengalaman penyusun terkait dengan mekanisme pelaksanaan 

pengawasan oleh DPS, khususnya mengenai strategi pengawasan, 

pelaksanaan mekanisme pengawasan dan factor-faktor yang dapat menjadi 

penghambat dan pendukung afektivitas pengawasan kepatuhan syariah di 

BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 

 

D. Kajian Teoritik 

1. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah 

a. Pengawasan Terhadap Produk Perbankan 

Tugas dan tanggungjawab DPS terhadap pengawasan produk 

adalah dengan melakukan pemeriksaan uji petik (sampling) paling kurang 

3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad 

penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BMT lainnya yang 

dilakukan oleh BMT. Kemudian sampel masing-masing produk tersebut 

harus dilaporkan sebagai hasil pengawasan. 

DPS harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan 

yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan 

ini dimuat dalam laporan pertanggungjawaban pengawasan syariah pada 

Rapat Anggota Tahunan BMT yang bersangkutan. Selain itu, DPS 

bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang 



11 
 

 
 
 

dikeluarkan oleh lembaga keuntngan syariah sebelum suatu produk diteliti 

kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional. 

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada 

lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang 

dari garis guidelines yang ditetapkan (fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika 

Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari DPS pada lembaga 

yang bersangkutan mengenai hal tersebut. apabila lembaga keuangan 

syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan 

Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan 

kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank 

Indonesia, Lembaga Ombudsman maupun ke instansi terkait lainnya untuk 

memberikan sanksi dan tindakan tegas agar perusahaan tersebut tidak 

mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-

ketentuan syariah tersebut.
7
 

b. Kegiatan Pengawasan DPS 

Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan penghimpunan 

dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya. DPS juga melakukan 

hal-hal sebagai berikut:
8
 

1) Melakukan pemeriksaan di kantor BMT paling kurang 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) bulan. 

                                                           
7
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2009), hlm. 234. 

8
 Ibid., hlm. 237 
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2) Meminta laporan kepada Direksi BMT mengenai produk dan  aktivitas  

penghimpunan  dana,  pembiayaan  dan kegiatan jasa BMT lainnya 

yang dilakukan oleh BMT.  

3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang 

sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad 

penghimpunan dana, pembiayaan dan  kegiatan  jasa  lainnya  

termasuk  penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BMT. 

4) Memeriksa  dokumen  transaksi  dari  nasabah  yang ditetapkan 

sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah, paling 

kurang meliputi: (a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad 

(perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara 

BMT dengan nasabah, (b) kecukupan dan kelengkapan bukti 

pembelian barang dalam pembiayaan mura>bah}ah, (c) kecukupan dan 

kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai 

dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mud}a>rabah atau 

pembiayaan musyarakah dan penetapan  dan  pembebanan  ujrah  (fee)  

kepada nasabah untuk produk pembiayaan qard} untuk meyakini 

bahwa penetapan ujrah (fee) tidak terkait dengan besarnya 

pembiayaan qard}. 

5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau 

konfirmasi kepada pegawai BMT dan/atau nasabah untuk memperkuat 

hasil pemeriksaan dokumen yang diperlukan. 
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6) Meminta bukti dokumen kepada manajer BMT mengenai: (a) 

perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah 

penyimpan, (b) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal 

BMT menerima pembiayaan dari bank lain, (c) pencatatan dan 

pengakuan pendapatan yang berasal dari  pengenaan  denda,  

penempatan  pada  bank konvensional, dan pendapatan non halal 

lainnya, dan (d) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, 

infak, dan sedekah. 

7) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas: 

(a)  kegiatan  penghimpunan  dana,  pembiayaan  dan kegiatan jasa 

BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT dan (b).  perhitungan  dan  

pencatatan  transaksi  keuangan mengenai pembayaran bonus atau 

bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada 

bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan  denda,  

penempatan  pada  bank konvensional, dan pendapatan non halal 

lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan 

sedekah. 

8) Melakukan pembahasan dengan BMT mengenai hasil temuan  

pengawasan  penerapan  prinsip syariah yang hasilnya dituangkan 

dalam risalah rapat. 

9) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas 

kegiatan usaha BMT, dan 
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10) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil 

pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, 

termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank 

Indonesia. 

 

2. Urgensi Pengawasan DPS 

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga otonom 

dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DSN terdiri dari para 

ulama, praktisi, dan pakar muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh 

MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Dewan Syariah 

Nasional berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar 

sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu, Dewan Syariah Nasional 

membuat garis panduan (guidelines) dengan mengkaji, menggali, dan 

merumuskan nilai dan prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan 

pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga 

keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang 

sebagai berikut:
9
 

1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk 

sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. 

2) Mengeluarkan fawa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 

                                                           
9
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 

hlm. 382. 
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4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. 

Dewan Syariah Nasional kemudian merekomendasikan seorang ulama 

atau cendekiawan muslim untuk menjadi DPS (DPS) yang betugas untuk 

mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya 

agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang didasarkan pada 

garis panduan (guidelines) yang disusun dan ditentukan oleh DPS. Adapun 

wewenang DPS meliputi:
10

 

1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah 

yang berada di bawah pengawasannya. 

2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga 

keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang 

bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional. 

3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan 

syariah yang durasinya kepada DPS sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 

tahun anggaran. 

4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan 

dewan syariah nasional. 

 

3. Pengukuran Efektiftifitas Pengawasan DPS 

Mekanisme pengawasan efektif tentunya sangat diperlukan oleh DPS 

untuk menghindari adanya fraud atas penyimpangan nilai-nilai syariah di 

lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini sejalan 

                                                           
10

 Ibid., hlm. 293 
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dengan tugas dan fungsi DPS untuk memastikan derajat kesesuaian antara  

produk dan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

Untuk mengukur afektivitas pengawasan DPS di BMT, diperlukan 

identifikasi melalui hal-hal sebagai berikut: 

a. Kriteria Produk Mengacu pada Fatwa DSN-MUI
 

b. Penempatan Dana pada Bank Syariah
 

c. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha
 

d. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan
 

e. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan 

Sistem Syariah
 

f. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi
 

g. Regulasi tentang Kertas Kerja Pengawasan Syariah
 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara 

langsung dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang 

dimaksud dalam penelitian adalah afektivitas mekanisme pengawasan DPS 

dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah di BMT Mitra Usaha 

Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.  

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif-analitik, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, 
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gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan secara sitematis, faktual dan akurat 

untuk menjelaskan permasalahan penerapan dan perbandingan afektivitas 

mekanisme pengawasan DPS di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun 

Rakyat Sejahtera, kemudian menarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan 

solusi atas permasalahan tersebut. 

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan 

pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan 

kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS di BMT Mitra 

Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera baik dari sudut pandang 

teori hukum syariah, peraturan perundan-undangan dan kebijakan yang 

berlaku maupun pendapat beberapa ahli. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, pertama, 

data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan manajer dari kedua 

BMT tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian. Penyusun akan 

mewawancarai langsung para responden mengenai pokok-pokok masalah 

dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara) yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, penyusun juga melakukan observasi 

langsung ke lapangan untuk mengecek suatu data apakah valid atau 

tidaknya. Kedua, data sekunder, yaitu meliputi data-data keterangan-

keterangan dari pihak-pihak pendukung, hasil dokumentasi, baik berupa 
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laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun 

ceramah-ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah dengan 

menggunakan dua buah BMT yang didasarkan atas keterwakilan BMT di 

DIY yang memiliki tingkat asset yang sama berdasarkan laporan keuangan 

pada posisi Desember 2016 dan juga mempunyai data yang dibutuhkan. 

Maka dari itu, dalam hal ini, penyusun mendapatkan rekomendasi BMT 

dari Lembaga Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) DIY, yaitu BMT 

Mitra Usaha Ummat (total asset Rp. 35.150.052.155) dan BMT Bangun 

Rakyat Sejahtera (total asset Rp. 35.146.783.953). 

3. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer (hasil wawancara) 

maupun sekunder (catatan-catatan lapangan). Selanjutnya, penulis akan 

melakukan tahap penafsiran dan perbandingan data berdasarkan kerangka 

teori yang telah dibangun sebelumnya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam 

penelitian ini, maka penyusun membaginya dalam lima bab, di mana kelimanya 

tersebut saling berkesinambungan, sebagaimana dijelaskan berikut: 
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Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran 

secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar untuk selanjutnya menjadi 

kajian pembahasan pada bab berikutnya. 

Bab kedua berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai gambaran 

secara umum pendefinisian pengawasan secara teori kemudian mengerucut dan 

memfokuskan diri pada pengawasan BMT dan mekanisme pengawasan dewan 

pengawas syariah berdasarkan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang 

ditetapkan oleh perundang-undangan. Pada bab ini penulis akan mengkaji 

penelitian terdahulu mengenai dewan pengawas syariah, dilanjutkan dengan 

kajian teori-teori terutama yang berkaitan dengan konsep pengawasan, kepatuhan 

syariah dalam lembaga mikro syariah, teori mengenai peran dan tanggungjawab 

DPS, kemudian diakhir tentang penjabaran pengawasan efektif terhadap 

kepatuhan perinsip-perinsip syariah yang nantinya akan dijadikan dasar dan 

pijakan dalam melakukana analis dan pembahasan di bab selanjutnya. 

 Bab ketiga akan menggambarkan secara umum variabel penelitian yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini. Gambaran umum tersebut akan menampilkan 

profil BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, kemudian 

dilanjutkan dengan mekanisme pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh DPS 

di masing-masing BMT terebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami karakteristik obyek di dalam penelitian ini. 
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Bab empat merupakan inti di dalam pembahasan tesis ini, yaitu analisis 

yang dialkukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua berdasarkan teori 

hukum, peraturan peundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan 

temuan yang penyusun temuan di lapangan, terutama dalam melakukan analisis 

tentang perbandingan afektivitas mekanisme pengawasan dewan pengawas 

syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 

Bab kelima merupakan bab terahir yang berisikan penutup dari tesis yang 

berisikan kesimpulan dari jawaban semua permasalahan yang diteliti dan 

dianalisis, serta beberapa saran dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang 

efektif dan efisien bagi dewan pengawas syariah dalam mengawasi kepatuhan 

syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini 

memberikan kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha 

Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS) 

yang mempunyai nilai asset yang sama, berdasarkan analisis 

perbandingan dengan pengukuran efektivitas pengawasan DPS dapat 

dijelaskan berikut: 

a. Akad produk mengacu pada fatwa DSN-MUI 

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan penelusuran 

dokumen-dokumen pengawasan menunjukkan bahwa DPS BMT 

MUU telah menjalankan prinsip syariah sebagaimana fatwa DSN-

MUI. Sedangkan DPS BMT BRS, diketahui terdapat akad yang 

menyimpang dari fatwa DSN-MUI terkait produk yang dijalankan 

BMT BRS, yaitu simpan dapat hadiah. DPS BMT BRS kemudian 

tidak secara tegas memberikan opini yang sesuai dengan fatwa DSN-

MUI tentang Tabungan dan Deposito.  

b. Penempatan dana pada bank syariah 

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM 

No. 07/Per/Dep.6/IV/2016DPS mewajibkan semua BMT untuk 
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menempatkan dana usahanya di bank syariah. DPS BMT MUU 

menyatakan mereka memahami aturan tersebut sehingga semua dana 

koperasinya  ditempatkan pada bank Mandiri Syariah dan bank BNI 

Syariah. Sementara di BMT BRS, berdasarkan hasil pengawasan 

DPS diketahui bahwa pengelola BMT BRS masih menempatkan 

dana koperasinya pada bank konvensional, yaitu bank BCA dan 

bank Mandiri. Dalam opininya kemudian DPS BMT BRS tidak 

memerintahkan kepada pengelola untuk memindahkan dana tersebut. 

c. Intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha 

Dalam SBI No.15/22/DPbS tahun 2013 menyatakan bahwa 

DPS minimal melakukan pemeriksaan satu bulan satu kali terhadap 

operasional lembaga keuangan syariah. Jika mengacu pada aturan 

tersebut, pengawasan DPS di kedua BMT dapat dikatakan tidak 

efektif.  DPS BMT MUU, melakukan pemeriksaan data-data yang 

dilaksanakan pertiga bulan sekali (empat kali) dalam satu tahun tutup 

buku. Sedangkan di BMT BRS hanya dua kali dalam satu tahun. Jika 

intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut 

diperbandingkan, maka DPS BMT MUU sedikit lebih baik. 

d. Koreksi terhadap hasil temuan pengawasan. 

Menurut hasil kajian dan pemeriksaan DPS, pengelolaan  

BMT MUU secara operasional telah dilaksanakan berdasarkan 

prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Opini DPS BMT MUU 

tersebut tidak disertai dengan penyajian hasil pengawasan yang baik 
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untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan apa saja yang dapat 

menyimpulkan bahwa pengelolaan BMT MUU sudah sesuai prinsip 

syariah. Sementara di BMT BRS, DPS menemukan indikasi 

pelanggaran syariah yang dilakukan oleh pengelola BMT dalam hal 

penempatan produk dan penempatan dana BMT, sehingga DPS 

memberi rekomendasi perbaikan untuk tidak mengambil keutungan 

dari kedua kegiatan usaha tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini, DPS 

BMT BRS telah melaksanakan koreksi terhadap hasil temuan 

pengawasan. 

e. Memberikan pemahaman terhadap stakeholder tentang keunggulan 

sistem syariah menunjukkan 

Hasil penelitian menunjukkan BMT BRS merupakan yang 

paling sering mengadakan kajian-kajian dengan materi meliputi fikih 

muamalat, tafsir ekonomi, keuangan, motivasi dan lainnya kepada 

karyawannya. Kajian ini rutin dilaksanakan setiap hari jumat, baik 

difasilitasi langsung oleh DPS (sebagai pemateri) atau pihak 

eksternal BMT yang sengaja diundang. Meskipun tidak setiap kajian 

dihadiri oleh DPS. Sementara di BMT MUU, kajian tersebut 

diadakan sebulan sekali, baik kajian yang diampu langsung oleh 

DPS, maupun oleh pengurus dan manajer. Jika pengukuran 

efektivitasnya dinilai secara kuantitatif,maka BMT BRS dalam hal 

ini lebih baik dalam menjalankan kegiatan kepatuhan syariah. 
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2. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 

pengawasan DPS di BMT dapat disederhanakan dalam dua hal, yaitu 

kompetensi dan sertifikasi profesi DPS dan masalah pedoman laporan 

laporan pelaksanaan pengawasan syariah. Pada persoalan kompetensi dan 

sertifikasi profesi DPS, diketahui bahwa kedua manajer di BMT yang 

diteliti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajer koperasi 

syariah sehingga keduanya dianggap kompeten. Sedangkan pada DPS, 

dari empat DPS yang berada di kedua BMT tersebut, diketahui hanya 

satu DPS saja yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai DPS yang 

diselenggarakan oleh DSN-MUI, yaitu Bapak Hajar Dewantara (ketua 

DPS BMT MUU). Kemudian dalam hal pedoman laporan laporan 

pelaksanaan pengawasan syariah, tidak adanya standar pelaporan yang 

harus dibuat DPS membuat masing-masing DPS di kedua BMT 

menginterpretasikan sendiri-sendiri pelaksanaan pengawasan seperti apa 

yang baik dan efektif. 

 

B. Saran 

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka 

penyusun perlu mengajukan saran atau rekomendasi baik kepada  pihak-pihak 

terkait maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa 

saran dan masukan yang menjadi rekomendasi penyusun. 
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1. Saran Bagi Kemenkop & UKM 

a. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan 

seyogyanya membuat peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar pengawasan dan 

pelaporan pengawasan DPS dapat dilakukan secara efektif. 

b. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan 

memberi sanksi tegas bagi BMT-BMT yang tidak mengindahkan 

penilaian kesehatan yang telah diatur, utamanya yang berkaitan 

dengan kepatuhan syariah. 

c. BMT perlu mendapat kepastian hukum terkait lembaga yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan, apakah kemenkop & UKM 

atau OJK. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Perlunya melakukan pengembangan penelitian dengan menggali 

pengukuran efektivitas yang lainnya 

b. Perlunya kajian yang komprehensif tentang pelaksanaan kepatuhan 

syariah yang meliputi semua komponen BMT baik DPS, Pengawas 

Operasioal, Manajer dan Karyawan. 
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Permohonan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah 

 

Kepada 

Yth Bapak/Ibu Dewan Pengawas Syariah BMT 

di DIY 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan 

tersis yang berjudul “Analisis Perbandingan Efektivitas dan Mekanisme Kinerja 

Pengawasan Syariah Compliance BMT di DIY”, dengan ini saya: 

 

Nama   : Muhammad Khutub 

NIM   : 15.203.101.20 

Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/ Keuangan dan Perbankan Syariah 

Kampus  : Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk. 

 

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan melakukan wawancara dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang terlampir. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam 

wawancara ini adalah sekitar 15-20 menit. 

 

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas keluangan waktunya saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah 

 

A. Pertanyaan tentang Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan 

BMT 

1. Akad Produk Mengacu Pada Fatwa DSN-MUI 

a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemilihan produk baik 

pendanaan maupun pembiayaan yang digunakan oleh BMT? 

b. Apakah dalam  proses penentuan pemilihan produk pendanaan dan 

pembiayaan melibatkan Bapak/Ibu? 

c. Apakah Bapak/Ibu telah mempelajari fatwa-fatwa produk pendanaan 

dan pembiayaan DSN-MUI? 

2. Penempatan Dana pada Bank Syariah 

a. Apakah Bapak/Ibu dapat memahami dengan baik laporan keuangan 

BMT? 

b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pada bank apa saja dana BMT 

ditempatkan? mohon disebutkan semuanya. 

3. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha BMT? 

a. Dalam sebulan, berapa kali Bapak/Ibu melakukan pengawasan 

syariah di BMT? 

b. Dalam satu semester, berapa kali Bapak/Ibu mengadakan rapat 

koordinasi dan evaluasi dengan DPS lainnya? 

c. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan inspeksi khusus soal 

kepatuhan syariah terhadap produk dan kegiatan BMT kepada 

karyawan atau manajer dengan waktu yang tidak menentu? 

4. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan 

a. Data apa saja yang diperoleh oleh Bapak/Ibu dalam melakukan 

pengawasan syariah secara periodik? 

b. Apakah Bapak/Ibu pernah menemukan pelanggaran kepatuhan 

syariah yang diperbuat oleh karyawan atau manajer BMT kaitannya 

dengan pemeriksaan data? 



c. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu jika menemukan pelanggaran 

kepatuhan syariah dari hasil pemeriksaan atau inspeksi pengawasan? 

5. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan 

Sistem Syariah 

a. Apakah Bapak/Ibu mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya 

mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada manajer atau karyawan 

BMT? 

b. Apakah Bapak/Ibu sering mengisi kajian-kajian yang dapat 

memberikan pemahaman kepada manajer atau karyawan  terhadap 

pentingnya sistem ekonomi Islam? Kalau iya, dalam satu bulan 

berapa kali? 

 

B. Pertanyaan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Pengawasan 

1. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi DPS 

a. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang hukum Islam 

(muamalah) /ekonomi Islam? 

b. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang pencatatan 

laporan keuangan? 

c. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang ekonomi 

keuangan dan perbankan? 

d. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti seminar/kursus/ pelatihan/ 

loka karya dengan DSN-MUI, atau ABSINDO maupun lembaga 

lainnya mengenai sistem kepengawasan di lembaga keuangan 

syariah? Berapa kali? 

2. Pedoman Kertas Kerja Pengawasan 

a. Apa standar yang digunakan Bapak/Ibu dalam penyusunan kertas 

kerja pengawasan? 

b. Bagaimana proses yang dilakukan Bapak/Ibu dalam penyusunan 

opini syariah terkait dengan hasil pengawasan kepatuhan syariah? 
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